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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1998. 

A. Konsonan 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah „ apostrof ء

 Ya y ye ي
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B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh:  - ََكَتَب  kataba  - ََكَيْف  kaifa  - ََحَوْل haula 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas اَ...ىَ...

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 yaqūlu  يَ قُوْلَُ -  qīla  قِيْلََ -  qāla  قاَلََ -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta‟ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta‟ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta‟ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta‟ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالَِلََرَؤْضَةَُا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةَُالْمُنَ وَّرةََُ -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:    - ََنَ زَّل  nazzala - َالبِر  al-birr 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh:  - َُالرَّجُل  ar-rajulu  - َُالْقَلَم al-qalamu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak 

di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: - َُتأَْخُذ ta‟khużu  -  َشَيئ syai‟un 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah, 

Tanpa keberanian, jangan bicara soal kemenangan, 

Tanpa perjuangan, sukses hanya sebuah angan” 
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ABSTRAK 

M. Riza, 2024, Nikah Massal di Pekalongan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. 

Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. 

Pembimbing II. Dr.Ali Muhtarom, M.H.I. 

Kajian ini membahas fenomena nikah massal di Pekalongan yang penulis lihat dari 

perspektif sosiologi hukum Islam. Kota Pekalongan tercatat sebagai salah satu daerah di 

Indonesia yang kerap menggelar acara nikah massal, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Meski bukan merupakan fenomena baru, namun 

kehadiran nikah massal di Pekalongan cukup menarik untuk diteliti karena memiliki keunikan 

tersendiri, yakni berkaitan dengan status peserta banyak yang berlatarbelakang telah 

melangsungkan nikah sirri. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik nikah massal di 

Pekalongan berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam serta untuk memahami motivasi para 

pelakunya dan implikasi sosial yang ditimbulkan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta nikah massal, penyelenggara, serta 

tokoh masyarakat. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

yang lebih baik mengenai pelaksanaan nikah massal dan respons masyarakat terhadapnya. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah massal di Pekalongan tidak 

bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena KUA sebagai pihak yang dilibatkan sangat selektif dalam 

menerapkan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana pernikahan pada umumnya. 

Pelaksanaan nikah massal di Pekalongan setidaknya dipengaruhi oleh tiga motivasi utama, 

yakni: Pertama, ekonomi. Secara ekonomi, nikah massal dapat dipandang sebagai sebuah 

strategi adaptif masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. 

Dengan nikah massal, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat tetap 

melangsungkan pernikahan dengan lebih mudah dan terjangkau. Kedua, kesadaran hukum. Dari 

perspektif kesadaran hukum, nikah massal digunakan sebagai upaya untuk melegalkan praktik 

nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan yang sebelumnya tidak diakui oleh 

negara, melalui nikah massal para pasangan nikah sirri akan mendapatkan legalisasi dari KUA 

sehingga pernikahan mereka menjadi sah secara hukum Islam dan hukum positif. Ketiga, 

spiritual. Dari sisi spiritual, nikah massal diyakini dapat mendatangkan keberkahan. Keberkahan 

ini diyakini karena keterlibatan para tokoh agama yang dianggap otoritatif di Pekalongan. 

Keterlibatan para tokoh agama ini dapat kita lihat dari peran mereka yang menjadi pihak yang 

menikahkan para pasangan nikah massal sekaligus memberikan wejangan dan memimpin 

pembacaan do’a. 

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik nikah massal di Pekalongan dapat 

dianalisis sebagai suatu refleksi dari hubungan triadik antara hukum Islam, hukum positif, dan 

realitas sosial yang ada di masyarakat Pekalongan. Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi 

dan memengaruhi satu sama lain dalam konteks pelaksanaan nikah massal. Secara praktis, 

kajian ini dapat dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan para pemangku kepentingan, 

termasuk pemerintah lokal dan tokoh-tokoh agama dalam menyelenggarakan nikah massal di 

tahun mendatang. Sementara secara teoritis, kajian ini berimplikasi pada terbukanya ruang 

diskusi tentang adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. 

Keywords: Nikah Massal, Sosiologi Hukum Islam, Pekalongan 
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ABSTRACT 

M. Riza, 2024, Mass weddings in Pekalongan From the perspective of Islamic legal sociology. 

Thesis Master of Islamic Family Law UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor 

I: Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Supervisor II: Dr.Ali Muhtarom, M.H.I. 

This study discusses the phenomenon of mass weddings in Pekalongan, examined from 

the perspective of Islamic law sociology. Pekalongan is recorded as one of the regions in 

Indonesia that frequently holds mass wedding events, organized both by the government and 

private entities. Although it is not a new phenomenon, the presence of mass weddings in 

Pekalongan is quite interesting to research due to its unique characteristics, particularly 

concerning the status of many participants who come from backgrounds of having previously 

conducted unregistered marriages (nikah sirri). 

The main objective of this research is to analyze the practice of mass weddings in 

Pekalongan based on the perspective of Islamic law sociology, as well as to understand the 

motivations of the participants and the social implications that arise. 

This research employs a qualitative approach using case study methods. Data were 

collected through in-depth interviews with mass wedding participants, organizers, and 

community leaders. Additionally, field observations were conducted to gain a better 

understanding of the implementation of mass weddings and the community's responses to them. 

The findings of the study indicate that the implementation of mass weddings in 

Pekalongan does not contradict Islamic legal principles or the legislation in Indonesia. This is 

due to the fact that the Office of Religious Affairs (KUA), as the involved party, is very 

selective in applying the requirements and conditions of marriage, similar to general marriage 

practices. The implementation of mass weddings in Pekalongan is influenced by at least three 

main motivations: First, economic. Economically, mass weddings can be viewed as an 

adaptive strategy for the community to address various economic challenges they face. 

Through mass weddings, economically disadvantaged individuals can still conduct their 

marriages more easily and affordably. Second, legal awareness. From the perspective of legal 

awareness, mass weddings are utilized as an effort to legalize the practice of unregistered 

marriages conducted by the community. Marriages that were previously unrecognized by the 

state can gain legalization from the KUA through mass weddings, thereby rendering them 

valid under both Islamic law and positive law. Third, spiritual. From a spiritual standpoint, 

mass weddings are believed to bring blessings. This belief in blessings is attributed to the 

involvement of religious leaders who are considered authoritative in Pekalongan. The 

involvement of these religious figures can be seen in their roles as officiants for the mass 

wedding couples, as well as in providing guidance and leading prayers. 

From the perspective of Islamic legal sociology, the practice of mass weddings in 

Pekalongan can be analyzed as a reflection of the triadic relationship between Islamic law, 

positive law, and the social realities present in the Pekalongan community. These three 

elements interact and influence one another in the context of the implementation of mass 

weddings. Practically, this study can serve as a resource for policymakers among stakeholders, 

including local governments and religious leaders, in organizing mass weddings in the coming 

years. Theoretically, this study has implications for opening up a discussion space regarding the 

adaptation of Islamic law to the needs of contemporary society. 

Keywords: Mass Weddings, Sociology of Islamic Law, Pekalongan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral oleh masyarakat. 

Sehingga tak heran jika acara pernikahan banyak digelar dengan berbagai 

ritual adat dan memakan biaya yang cukup besar. Dalam konteks 

masyarakat muslim Indonesia, walaupun tradisi Jawa saat ini masih 

berjalan, akan tetapi praktiknya justru mulai tergeser oleh tradisi keislaman 

yang berkembang pesat sejak era reformasi, khususnya dalam aspek adat 

dan tradisi pernikahan yang sudah mulai didominasi oleh identitas 

keislaman seperti penggunaan jilbab dan cadar oleh mempelai wanita 

(Shioya, 2015: 91) Tradisi pernikahan yang menampilkan identitas 

keislamann ini diperkuat dengan adanya berbagai ragam ajaran-ajaran Islam 

yang dipraktikkan oleh masyarakat sebelum maupun sesudah akad nikah, 

seperti khitbah (lamaran), walimah, pembacaan khutbah nikah dan ijab 

kabul menggunakan bahasa arab, pembacaan maulid dan pembacaan kitab 

manakib (Sholikhin 2010, 177) Praktik semacam ini faktanya secara tidak 

langsung telah mendorong pelaksanaan akad nikah yang cenderung bersifat 

ekslusif dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. 

Ekslusifitas pernikahan tersebut dapat kita lihat dengan adanya 

peran wali pernikahan yang teralienasi oleh ketokohan seorang kiai atau 

ulama’. Posisi wali yang seharusnya secara fikih lebih berhak dan memiliki 
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tanggung jawab menikahkan putrinya, kini justru faktanya banyak yang 

mewakilkan kepada seorang kiai yang dianggap memiliki otoritas 

keagamaan. Dari sinilah kita bisa memotret bagaimana kiai diperankan oleh 

masyarakat sebagai simbol ekslusifitas pernikahan itu sendiri.  

Tradisi pernikahan yang diakadkan oleh kiai tersebut nampaknya 

cukup berkembang pesat di daerah-daerah tertentu yang notabenenya 

memiliki tradisi keislaman yang kuat seperti di Pekalongan. Pekalongan 

sebagai salah satu daerah di pesisir Jawa merupakan daerah yang juga 

dikenal cukup kental dengan tradisi keislamannya, khususnya dalam aspek 

tradisi pernikahan. Dengan corak khas pesisir, tradisi-tradisi pernikahan 

yang dipraktekkan oleh masyarakat Pekalongan terkesan lebih praktis dan 

cenderung dipadukan dengan ajaran-ajaran Islam (Maknun 2013, 120). Hal 

ini menandakan kuatnya akulturasi budaya yang terjadi di Pekalongan 

antara budaya pribumi dan budaya arab yang mana faktanya telah 

membentuk tradisi pernikahan di Pekalongan cenderung memiliki ciri khas 

tersendiri dan berbeda dengan daerah-daerah lain (Asa 2008, 3). 

Bicara soal pernikahan di Pekalongan ini kiranya semakin menarik 

dengan eksisnya nikah massal yang dipraktekkan oleh masyarakat hingga 

sekarang. Eksistensi nikah massal di Pekalongan cenderung berkembang di 

komunitas-komunitas tertentu yang identik dengan ketokohan salah seorang 

ulama’ seperti yang terjadi pada tradisi nikah massal dalam rangkaian acara 

maulid nabi Kanzus Shalawat yang diinisiasi oleh Habib Luthfi (Rohmah 

2015, 7). Nikah massal ini rutin dilakukan setiap tahun dan cukup 
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mendapatkan respon positif dari masyarakat. Di luar itu, acara nikah massal 

di Pekalongan nampaknya juga ikut dilestarikan oleh Pemerintah Kota 

Pekalongan yang mana pada tahun 2019 lalu ada 10 pasangan yang 

dinikahkan secara massal dalam rangka peringatan HUT ke-113 Pemkot 

Pekalongan (Sukarno 2019). 

Tradisi nikah massal dalam konteks masyarakat urban seperti 

Pekalongan menarik untuk dikaji lebih jauh. Satu sisi budaya masyarakat 

Pekalongan yang sudah berkembang dan terdominasi oleh budaya-budaya 

barat (Febriani 2021), namun di sisi lain banyak juga masyarakat yang 

masih mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan aktivitas 

mereka, khususnya dalam tradisi pernikahan. Bahkan banyak juga yang 

menerapkan ajaran Islam tanpa memperdulikan aturan dan regulasi 

pemerintah di bidang pernikahan. Tingginya angka permohonan iṡbāt nikah 

di Pekalongan pada tahun 2020 silam setidaknya menunjukkan adanya 

penerapan ajaran Islam tanpa memperdulikan aturan dan regulasi 

pemerintah di bidang pernikahan, yang mana ditandai dengan banyaknya 

pernikahan yang dilakukan hanya cukup menggunakan aturan agama Islam 

saja tanpa dicatatkan di KUA (Faisal 2020). 

Diskursus ini berkelindan dengan fenomena nikah massal di 

Pekalongan yang cenderung mengedepankan peran kiai dalam 

pelaksanaannya. Bagaimanapun, dalam fikih tidak ada keharusan akad 

nikah diwakilkan kepada seorang kiai, yang lebih utama justru walinya 

sendiri yang menikahkan (Ansori 2022). Akan tetapi yang terjadi dalam 
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nikah massal tidaklah seperti itu, muncul kecenderungan otoritas keagamaan 

seorang kiai yang dipahami secara ekslusif oleh masyarakat. Sehingga 

secara normatif-sosiologis, hal ini menyebabkan problem hukum tersendiri, 

yakni otoritas keagamaan kiai yang yang lebih diakui oleh masyarakat dan 

telah menggeser otoritas wali pernikahan menggunakan mekanisme taukil 

wali. Walaupun secara normatif hal ini dibenarkan oleh fikih yang faktanya 

memang memiliki konsep taukil wali, namun aspek motivasi para pelakunya 

dan trend yang muncul perlu diungkap untuk menggambarkan bagaimana 

pergeseran otoritas wali tersebut terjadi di Pekalongan dan motivasi apa saja 

yang menjadikan para pelaku nikah massal tertarik untuk mengikuti acara 

tersebut.     

Selain itu, pernikahan massal di Pekalongan faktanya memiliki 

keunikan, yakni berkaitan dengan motivasi para pasangan yang mengikuti 

nikah massal, kebanyakan dari mereka berstatus janda, duda, telah memiliki 

keturunan, beberapa diantaranya juga memiliki hubungan perkawinan siri 

dan telah memiliki keturunan dari perkawinan siri tersebut (Sumarjo, 2023). 

Keunikan lainnya tentang motivasi penyelenggara dalam melaksanakan 

nikah massal yang salah satunya bertujuan untuk melegalkan praktek-

praktek pernikahan siri sebagaimana terjadi di Kanzus Shalawat. Mengenai 

hal ini, Sumarjo mengonfirmasi bahwa nikah massal yang dilaksanakan oleh 

Kanzus Shalawat salah satunya dilatarbelakangi oleh banyaknya praktek 

nikah siri di Pekalongan. Sehingga Kanzus Shalawat berkepentingan untuk 

menciptakan wadah agar para pelaku nikah siri dapat melegalkan 
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perkawinan mereka menurut regulasi yang berlaku di Indonesia (Sumarjo 

2023). Jadi, dalam konteks ini ada praktek pengulangan akad nikah yang 

dilakukan para pasangan peserta nikah maulid Kanzus Shalawat Pekalongan 

yang mana beberapa dari mereka sebelumnya telah melaksanakan nikah siri 

terlebih dahulu. Pelaku praktek ini menurut Sumarjo lebih banyak dari 

kalangan orang tidak mampu dan umumnya telah memiliki anak.   

 Fakta ini cukup penting untuk dikaji dan ditelusuri lebih lanjut, 

sebab perihal melegalkan nikah siri ini sebenarnya bisa saja menggunakan 

mekanisme iṡbāt nikāh di Pengadilan Agama, namun yang terjadi di Kanzus 

Shalawat justru dilakukan dengan mekanisme mendaftar dulu di KUA 

kemudian melangsungkan akad nikah seperti pasangan yang belum pernah 

menikah sebelumnya. Hal ini tidak berbeda jauh dengan praktek nikah 

massal yang diselenggarakan oleh Pemkot Pekalongan. Beberapa kali acara 

nikah massal yang diadakan oleh Pemkot Pekalongan diikuti oleh beberapa 

pasangan yang telah menikah siri terlebih dahulu. Jadi praktek akad nikah 

yang dilaksanakan hanya untuk memperoleh pengakuan dari negara (Sigi 

2019). 

Nikah massal yang dilaksanakan oleh Kanzus Shalawat maupun 

oleh Pemkot Pekalongan memiliki sebuah kesamaan, yakni sama-sama 

mengakomodir pengulangan akad nikah bagi peserta yang telah menikah siri 

terlebih dahulu untuk tujuan agar mendapatkan legal formal dari KUA. Hal 

ini menjadi begitu urgen untuk diteliti karena bagaimanapun Pembaharuan 

terhadap akad nikah dengan alasan apapun adalah persoalan aktual yang 
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tidak memiliki dasar hukum dari Al-Qur’an dan Hadis. Sehingga, diskursus 

pembaharuan akad nikah ini menjadi perdepatan yang serius di kalangan 

para ulama’. Ada yang memperbolehkan dengan alasan untuk 

memperkokoh akad sebelumnya dan ada yang menolak dengan tegas karena 

pernikahan adalah perjanjian yang kuat (mīṡāqan ghalīḍān) sehingga tidak 

boleh dipermainkan dengan mengulang-ulang untuk tujuan apapun (Sutaji 

2018, 14-19). 

Permasalahan nikah massal di dua lokasi yang berbeda tersebut 

menurut penulis cukup menarik dan urgen untuk dikaji menggunakan 

perspektif sosiologi hukum Islam. Setidaknya bagaimana pelaksanaan nikah 

massal di Kanzus Shalawat dan Pemkot Pekalongan dapat dipotret secara 

proporsional, baik dari aspek hukum yang melingkupinya maupun relasinya 

dengan konteks sosial. Sehingga dengan mainframe semacam itu, kajian 

terhadap fenomena nikah massal di Pekalongan ini setidaknya memiliki 

tingkat urgensi yang cukup untuk dijadikan kajian riset sosiologi hukum 

Islam. Untuk itu kajian ini akan fokus pada persoalan nikah massal di 

Pekalongan dalam perspektif sosiologi hukum islam. Kondisi masyarakat 

Pekalongan yang agamis kiranya cukup bisa dijadikan alasan yang memadai 

untuk melakukan riset sosiologi hukum Islam dalam konteks masyarakat 

Pekalongan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latarbelakang yang telah penulis sampaikan, maka perlu 

diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan riset 

ini. Masalah-masalah tersebut adalah: 

1. Adanya pergeseran model acara pernikahan dari adat jawa ke tradisi 

islam. 

2. Eksistensi kiai dan ulama di Pekalongan dipandang lebih otoritatif dalam 

menikahkan pengantin dari pada walinya sendiri 

3. Banyaknya kasus pernikahan siri di Pekalongan yang menyebabkan tidak 

diakuinya nasab anak oleh negara 

4. Permohonan Isbat Nikah di Pekalongan lebih banyak disebabkan oleh 

kasus nikah siri 

5. Tradisi nikah massal di Pekalongan dilatarbelakangi oleh banyaknya 

kasus nikah siri  

6. Adanya praktik pengulangan akad nikah (tajdīd al-nikāh) dalam 

pelaksanaan nikah massal 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berbagai permasalahan yang telah penulis identifikasi sebelumnya 

kiranya perlu dibatasi agar kajian yang dilakukan menjadi fokus, terarah dan 

sistematis. Sesuai dengan judul penelitian yang penulis usulkan, maka tentu 

kajian ini hanya akan menyoal bagaimana praktik nikah massal yang 

dilaksanakan di Pekalongan. Kemudian fakta-fakta yang berhasil penulis 
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temukan akan dibawa ke dalam diskursus teoritis sebagai langkah untuk 

memastikan terpenuhinya kontribusi akademik dari riset yang penulis 

lakukan. Sehingga penulis perlu menegaskan pembatasan masalah ini 

dengan 3 (tiga) poin penting: 

1. Lokus penelitian: Penulis dalam konteks ini akan fokus meneliti 

fenomena nikah massal yang terjadi di Pekalongan. Pekalongan yang 

dimaksud adalah Kotamadya Pekalongan, bukan Kabupaten 

Pekalongan. Tentunya hal ini didasarkan pada argumen bahwa 

penyelenggara nikah massal di Kota Pekalongan lebih beragam, yakni 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kalangan kiai. 

2. Pelaku: Dari aspek pelakunya penulis akan fokus mengeskplorasi 

motivasi dalam mengikuti praktik nikah massal di Pekalongan, baik 

yang diselenggarakan oleh kalangan kiai maupun dari pemerintah 

daerah. 

3. Teoritik: Dari aspek teorinya, penulis akan mencoba menganalisis 

fenomena nikah massal tersebut dengan perspektif sosiologi hukum 

Islam. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan nikah massal di Pekalongan? 

2. Apa motivasi pelaku nikah massal di Pekalongan? 

3. Bagaimanakah fenomena nikah massal di Pekalongan dalam perspektif 

sosiologi hukum Islam? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis 

pelaksanaan nikah massal di Pekalongan; (2) mengetahui dan menganalisis 

motivasi pelaku nikah massal di Pekalongan; (3) menganalisis fenomena 

nikah massal di Pekalongan dalam perspektif sosiologi hukum.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah dan 

wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya dalam 

mendiskusikan problematika hukum yang muncul pada praktek nikah 

massal di Pekalongan. Sementara, secara praktis penelitian ini memiliki 

kegunaan untuk memberikan masukan dan rekomendasi relevan kepada 

para penyelenggara nikah massal di Pekalongan serta kepada lembaga-

lembaga terkait khususnya KUA di Pekalongan dalam melakukan 

pendampingan dan pengawasan terhadap praktek nikah massal di 

Pekalongan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

7.1 Simpulan 

Sebagai penutup dalam kajian ini, maka perlu dirumuskan simpulan 

dari pertanyaan yang telah penulis ajukan di Bab I, yakni: 

1. Nikah massal di Kota Pekalongan dilakukan di dua tempat, pertama di 

Kanzus Shalawat dan kedua di Pemerintah Kota Pekalongan. Nikah 

massal di Kanzus Shalawat Kota Pekalongan sejak diawali pada tahun 

2003 sampai sekarang selalu rutin dihelat setiap tahun sekali dan 

dirangkai dengan kegiatan Maulid Nabi yang biasanya dilaksanakan 

antara bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Sementara nikah massal di 

Pemkot Pekalongan, sejak tahun 2016 hingga sekarang juga tetap eksis 

diselenggarakan setiap tahun di peringatan Hari Keluarga Nasional 

(Harganas) di bulan Juni. Pelaksanaan keduanya tidak jauh berbeda 

dengan pernikahan pada umumnya, yakni menerapkan syarat dan rukun 

sesuai hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Tahapan 

pelaksanaan nikah massal di Pekalongan meliputi sosialisasi, pendaftaran 

peserta, dan prosesi akad nikah yang kemudian ditutup dengan resepsi 

secara massal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan nikah massal di Pekalongan tidak menghadapi 

masalah signifikan yang dapat mengganggu keabsahan suatu pernikahan. 

Dengan kata lain, meskipun pernikahan dilakukan secara bersamaan 

dalam format massal, selama syarat dan rukun pernikahan dipenuhi, maka 
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nikah massal yang dilaksanakan tersebut dapat dianggap sah secara 

hukum. 

2. Terdapat tiga motivasi utama yang ditemukan, yaitu motivasi ekonomi, 

motivasi religius, dan motivasi kesadaran hukum. Motivasi ekonomi 

menjadi alasan utama, di mana banyak pasangan yang tidak mampu 

menggelar pernikahan secara tradisional karena biaya yang tinggi, 

sehingga memilih nikah massal yang menawarkan fasilitas gratis. Peserta 

nikah massal mendapatkan berbagai bantuan seperti mahar, uang saku, dan 

peralatan rumah tangga, yang sangat membantu mereka yang 

berpenghasilan rendah. Motivasi kesadaran hukum juga menjadi faktor 

penting, di mana banyak pasangan menyadari pentingnya memiliki status 

pernikahan yang resmi dan tercatat. Mereka ingin melegalkan hubungan 

yang sebelumnya dilakukan secara sirri untuk menghindari masalah di 

masa depan, terutama dalam pengurusan dokumen resmi. Selain itu, 

terdapat pula motivasi religius, di mana beberapa peserta mengikuti nikah 

massal dengan harapan mendapatkan keberkahan dan doa dari para ulama 

yang hadir. Jadi, nikah massal di Pekalongan tidak hanya menjadi solusi 

bagi masalah ekonomi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan 

kesadaran hukum dan memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat. 

3. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik nikah massal di 

Pekalongan dapat dilihat sebagai sebuah refleksi dari relasi triadik antara 

hukum Islam, hukum positif dan realitas sosial masyarakat Pekalongan. 

Ketiganya membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi 
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dalam pelaksanaan nikah massal. Disamping itu, nikah massal juga dapat 

dilihat sebagai fenomena sosial yang merespon kondisi ekonomi 

masyarakat. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan secara finansial, 

nikah massal menjadi pilihan yang menarik karena dapat menekan biaya 

perkawinan. Sehingga praktik nikah massal di Pekalongan mampu menjadi 

solusi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi agar dapat 

melaksanakan pernikahan dengan lebih terjangkau. 

 

7.2 Implikasi 

Implikasi dari temuan penelitian ini dapat kita lihat dari dua aspek: 

Pertama, kajian ini berkontribusi dalam mengeksplorasi pemahaman 

fenomena sosial seputar pernikahan massal, yang mana sedikit banyak 

memberikan wawasan tentang motivasi peserta dan peran yang dimainkan 

oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal dan tokoh-

tokoh agama. Pemahaman ini dapat memberikan informasi kepada pembuat 

kebijakan dan tokoh agama tentang dinamika sosial yang terjadi, yang 

berpotensi mengarah pada kebijakan dan program yang lebih efektif yang 

mendukung keluarga dan komunitas yang terlibat dalam praktik tersebut. 

Kedua, penelitian ini menyoroti persimpangan antara hukum Islam dan 

perilaku sosial. Dengan demikian kajian ini setidaknya telah mengungkap 

berbagai informasi tentang bagaimana kerangka hukum dipersepsikan dan 

dilaksanakan dalam konteks pernikahan massal. Hal ini dapat memicu 

diskusi mengenai adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat 
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kontemporer dan mendorong dialog yang menghormati tradisi dengan tidak 

mengesampingkan ajaran agama dan tantangan perkembangan zaman di era 

modern. Dua implikasi tersebut dapat menjadi dasar untuk penyelidikan 

akademis lebih lanjut mengenai hukum keluarga dan relasinya dengan adat 

dan budaya masyarakat, sekaligus mendorong studi yang lebih komprehensif 

untuk mengeksplorasi praktik serupa di berbagai daerah atau konteks 

budaya-budaya yang lain. Ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang 

hukum keluarga, terutama dalam memahami bagaimana praktik budaya 

memengaruhi interpretasi hukum dan sebaliknya 

7.3 Saran 

1. Memberikan Manfaat Jangka Panjang yang Berkesinambungan 

Fasilitas yang diberikan penyelenggara kepada peserta nikah massal 

dinilai belum mampu menjawab tantangan ekonomi, walaupun 

penyelenggara sudah berusaha maksimal untuk memberikan fasilitas 

kepada peserta nikah massal, namun uang saku yang diberikan sebesar 

Rp.500.000 tidak mampu untuk dijadikan modal usaha bagi peserta 

nikah massal pasca mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga 

penyelenggara nikah massal khususnya bagi pemkot Pekalongan dapat 

menambahkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan 

keterampilan, kewirausahaan, dan akses permodalan. Hal ini akan 

membantu keluarga pasca mengikuti nikah massal agar kuat secara 

ekonomi, sebab seluruh peserta nikah massal di Pemkot Pekalongan 
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dalam kenyataananya tergolong berpenghasilan rendah bahkan sebagian 

tidak memiliki pekerjaan tetap. 

2. Memberikan Kepastian Hukum bagi anak yang lahir dalam ikatan nikah 

sirri 

Nikah massal di Kanzus Shalawat dan Pemkot Kota Pekalongan hanya 

mengakomodir untuk melegalkan status pernikahan, khususnya bagi 

pasangan yang sudah nikah sirri sebelumnya, mereka hanya akan 

mendapat kepastian hukum dari pencatatan nikah saja dan tidak untuk 

anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri, sebab peserta nikah massal di 

dua tempat tersebut banyak pasangan yang sebelumnya telah menikah 

sirri, bahkan untuk peserta nikah massal di Pemkot Pekalongan tahun 

2023 seluruh pesertanya sudah hidup bersama dengan ikatan nikah sirri 

dan sebagian sudah memiliki anak dari ikatan nikah sirri tersebut. 

Sehingga pelaksanaan nikah massal ditahun-tahun yang akan datang 

baik Kanzus Shalawat ataupun Pemkot Pekalongan harus berupaya 

mencari solusi bagi peserta nikah massal yang sebelumnya sudah 

menjalin nikah sirri dan memiliki anak dari hubungan nikah sirri, agar 

anak-anak dari peserta nikah massal yang lahir dalam ikatan nikah sirri 

juga mendapat kepastian hukum. Menurut penulis, Kanzus Shalawat dan 

Pemkot Pekalongan ditahun-tahun mendatang dapat menghelat kegiatan 

isbat nikah massal bagi masyarakat Kota Pekalongan dengan 

menggandeng pengadilan agama Kota Pekalongan. 
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